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BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian atas analisis dua rumusan masalah, maka dapat

disimpulkan:

1.

Pengguna jasa layanan dapat menuntut pertanggungjawaban hukum
tukang gigi melalui tiga cara. Pertama, korban tukang gigi sebagai pihak
konsumen yang dirugikan dapat melakukan penyelesaian sengketa
melalui pengadilan maupun di luar pengadilan lewat lembaga
perlindungan konsumen, di antaranya: Badan Perlindungan Konsumen
Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat (LPKSM), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK). Kedua, bila pengguna jasa layanan tukang gigi yang dirugikan
menemukan pelanggaran terkait dengan pidana, dapat melaporkannya
kepada polisi dengan membuat delik aduan, yang kemudian pihak
kepolisian akan melanjutkan ke proses penyidikan setelah dilakukan
pemeriksaan terhadap pelapor. Ketiga, pengguna jasa layanan yang
dirugikan dapat mengajukan tuntutan PMH kepada tukang gigi, di
antaranya: ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan,
menuntut pengembalian ke keadaan semula, mengajukan tuntutan pada
pengadilan untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku
merupakan PMH dan supaya pengadilan melarang pelaku untuk

melakukan PMH lagi dikemudian hari.
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Tanggung jawab pemerintah terhadap tukang gigi yang berpraktik
melampaui kewenangannya adalah dengan mengeluarkan regulasi terkait
tukang gigi sebagai bentuk pengawasan serta perlindungan hukum
preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif yaitu dengan
hanya memperbolehkan tukang gigi yang telah memiliki izin saja yang
dapat berpraktik, ditambah dengan pengawasan serta pembinaan
terhadap praktik tukang gigi oleh Dinas Kesehatan setempat, dan
memberikan hak bagi pengguna jasa layanan yang merasa dirugikan
untuk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap tukang gigi.
Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu dengan menerapkan
secara tegas sanksi-sanksi administratif seperti teguran tertulis,
pencabutan izin sementara, sampai pencabutan izin tetap terhadap tukang

gigi yang berpraktik melampaui kewenangannya.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis permasalahan, maka dapat diberikan saran bagi

masyarakat, Pemerintah:

1.

Masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa layanan tukan gigi perlu
lebih berhati-hati dalam memilih layanan kesehatan dengan tetap
memperhatikan kesehatan dan keselamatan diri masing-masing. Selain
itu pula masyarakat diharapkan ikut aktif mengawasi dan bagi korban
tukang gigi yang berpraktik melampaui kewenangannya berani untuk
melaporkan ke ranah hukum agar tidak timbul korban-korban lainnya di

kemudian hari.
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2. Tukang gigi sebagai pelaku usaha harus taat dalam mengurus izin praktik
sebelum memulai usahanya, di samping itu juga harus memiliki itikad
baik untuk tidak praktik melampaui batas kewenangan yang
diperbolehkan yang berakibat dapat merugikan konsumen pengguna
jasanya.

3. Selama ini sulit membedakan antara tukang gigi yang memiliki izin dan
yang tidak, Pemerintah dapat mengupayakan agar masyarakat bisa
mengecek tukang gigi mana yang memiliki izin atau tidak dengan cara
yang lebih mudah, misalnya dapat melalui laman khusus yang dapat
diakses dengan mudah seperti KKI. Perlu pengkajian lebih lanjut tentang
hubungan hukum antara tukang gigi dan pengguna jasa untuk
menganalisis dan menentukan konsekuensi upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh pengguna jasa layanan tukang gigi. Selain itu pula perlu
dilakukan peninjauan kembali mengenai aturan yang telah ada agar tidak
terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam aturan itu sendiri.

Perlu pengawasan, pemantauan secara rutin, dan sanksi yang tegas dari
Pemerintah, yang dalam hal ini Dinas Kesehatan setempat, agar
masyarakat selaku konsumen pengguna jasa layanan tukang gigi tidak
menjadi korban dari tukang gigi yang berpraktik melampaui
kewenangannya, yang dapat merugikan kesehatan dan membahayakan
keselamatan jiwanya.

Harus rutin diberikan edukasi kepada masyarakat selaku pengguna jasa
layanan tukang gigi, juga kepada para tukang gigi agar mengetahui

batasan kewenangan tukang gigi, apa yang boleh dan tidak boleh
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dilakukan, serta risiko yang mungkin terjadi dan risiko terhadap

pelanggaran yang dilakukan.
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